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This study aims to examine the relationship and the significance level ofindependent variable on the
dependent variable. This phenomenon isportrayed as the law embodiment ofthe institutionalizedpatterns
ofsocial behavior, exist as an empirical social variable. The purpose is pursed in the explanation ofthe
relationship between the independent variable on the law enforcementofLaw Number 11 of2008About the
Information and Electronic Transactions toward the dependent variable on the blocking effort ofporno
graphic websites by internet service providers in Surakarta. Based on the type, this study is an empirical
legal studies orsurveys, which refers to the primary data source, although still supported by the secondary
data. The process ofcollecting data use questionnair with alikert scale and be analized with linearregres
sion statistical method. The result shows that the application ofregression models have a significant level
bytheequation Y=0.958X-1, 955 and the determination coefficient (R2) 94.4%. Therefore, itisarguable
that the application ofthe linear regression model has acorresponding suitability analysis model, with the
research equation Y=0.958 X-1, 955. These equation mean that to implement the blocking porn site (Y)
on ISPs in the city ofSolo, required law enforcement efforts (X) for multiplication and subtraction X0.958
-1.955 points. Then the amount ofeffort that should be applied based on various indicators ofresearch
tools isvalued according to the equation. Thus law enforcement in relation UUITE banning the dissemina
tion ofpornographic content on the internet service provider (ISP) in Surakarta, and the relationship has a
significantinfluence.
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A. Pendahuluan
Teknologi informasi dan komunikasi telah
mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat
secara global. Perkembangan teknologi informasi
telah pula menyebabkan dunia menjadi seakan
tanpa batas tentorial {borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola
penegakan hukum yang secara signifikan
berlangsungsedemikiancepat. Namun demikian,
seiring pesatnyaperkembangan teknologi informasi,
secara linearkonsep 'pedang bermata dua' berlaku
pulabagifenomena teknologi informasi dimaksud.
Hal ini disebabkan karena selain memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan dan peradaban manusia, teknologi
informasi ternyata sangat berpotensi untuk
digunakan sebagai sarana yang efektif guna
melancarkan perbuatan melawan hukum.
Pada 25 Maret 2008, Undang-Undang
Informasi Transaksi Elektronik (UUITE) disahkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta.
Meskipun undang-undang ini memuat sejumlah
ketentuan hukum, namun ulasan mengenai UUITE
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ini, di kalangan masyarakat umumnya justru
berkisarpada hal-hal apayang dilarangoleh hukum
dimaksud, seperti yang dapat dilihatpada Bab VII,
Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Sebagai
gambaran dapat dicermati salah satu pasal
mengenai tindak pidana yang dilarang yaitu;
"Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronikyang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan."
Seiring meningkatnya tindak pidana
kesusilaan, dan mencuatnya program penambahan
pengguna internet di kalangan pelajar/mahasiswa,
permasalahan pomografi memang menjadi salah
satu titik perhatian yang disorot dalam Undang-
Undang Informasidan Transaksi Elektronik(UUITE).
Pemerintah bahkan berencana meluncurkan soft
ware untuk memblokir situs-situs porno yang
memuat konten yang bersifatdistruktifbagi tumbuh
kembang mentalitas anak bangsa ini. Menkominfo
juga memberi dorongan bagi pengawas internet In-
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